
: a. bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (4) peraturan DaerahKabupaten Temanggung Nomor g 'Tahun 
zaoT t.niungKeuangan D,.:?: Iafa mengenai pengelolaan kekaya.; ;;;;perlu diatur lebih lanjut;

b. bahwa berdasarkan peftimbangan sebagaimana drmaksuddaram huruf a, perru menetapkan peratuian gupati t.ntrng
Pedornan pengelolaan Kekayaan Desa.

BUPATI TEMANGGUNG

PERATU RAN BU PATI TEIIIANGGU NG
NOMOR 5 TAHUN 2OOI

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA E:SA
BUPATI TEMANGGUNG,

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun
Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Tengah;

191i0 tentang pembentukan
lingkungan propinsi Jawa

2' undang-undang Nomor t0 Tahun zoo4 tentang pembentu,kan
Per,tu ra.n ?eru nda n g-u nda nga n ( Lernbrri n, NLE"ra,,nd,uii'k1 lndonesia Tahun 2004 Norno,f ll, i11ruJni,nl-eiriUipaor'ilELrm

, 3. undang-Undang Nomor 32 rdhu; 2oo4 tentang,,p.enrerrniahan
Daerah .!ugq!aran Negara Repub'rik Indonesta,,irnhunu,,rzgg4' Nomor 125, Tambatran Lembaran NeEara RepqOrlk,.inOril.rf.
Nomor 4437) sebagalmana telah rdilrbah ri.nern 

- 
ffda;g_

undang Nomor B Tahun 200s' :tentang Fenetap;in,,flgriaturanpemerintah pengganri unding-undang"Noil;-5 ;.r.,il'n xios
:: : tentang perubahan atas Unia,ng-urriang ;tr{orrnor ii ranrn

,:; , lLeqbapn Negara Republik,Indohesia Tahun 2005 No-r$g6 fOg,
Tam ba ha n Le m ba ra n Nbga rar,Rbp ubl,i:k Indonesia ruoimoi;,+S+A j;

- " +, Peraturan pemerintah No"mor zj tahun 200a Desa (Lembaran' 
l!_.g?ra 

Repubtik rndoneiiu rurrrn ioditr.r:oron-1",s;, il*,ffi;;
_: Lembaran flegara Republik Indonesla,Nomor algT)i

-').-i)ii,)i::, 5. Peraturan Preslden Nomor 1 rTahun,2007 tentang, pengesahan,
,.,rei, i,:ii;;,, ,fengundangan dan Penyebarluasan 'Fera,luran ,peiu,p636g-

undangan;



|3[1t'1il,3&'?l 
Kabupaten rer

*,fiffiill*n-H-ffihlpil#d
10. pellturan 

oaeraii' ri"J,lputen T- _ 
' vr I rs'r rve-urrg

iii,',T*' t-. l#l a J{pitlllln I: r 
.',K.lffi 

:remanssuns rahun ilb, ,ffiJliiottt' Daerah rrorp.i.i

MEMUTUSKAN:

Iftrliff^_ ?H[lx* 
rEfvrANGGuNG TENTANG pEDoMAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

pasal 1 .

ffi,lg;llgi,l,::1g dirna ks ud den sa n ::fl* pemerin-tan pffi. uctrgdr-ri

h' p'eriatu.an perundang-undangan yang drbuat oreh Kepara

I bfrarlC,rnllik cJesa van., ha,r--r r--! ,

:oE rn provlnsi adatah pemeiiritah prc

iff:ili3:f +.*: ffi ffi 
: :ilJ'i',li lfl , -ffi #l',il,, n nadalah Camat dt K

datah ke-sei, ra,. i!:11!:' Temanggung.adalah kesatuan 
.._-vrel\.,, rerildnggung.

-'_.J,^4;;;T;L fl TIffij,T,. 
n:51. y, n g m e m i r i kr 

. 
bata s- batas wi raya hDdt, be rda s a rka n 

3'j I y,ii i, n 
" 

u o u, 1 ;{iiii,,.[:fl_rliT;[ Ti* *l
ru iff " Jl'rTn, i: 

m e ri n ta hi n N * g.,. x"iiir.ir: n. o I o r i k r n d o n es i a .nhh Dei- i,n "ii{i: iilffiilsffii;i;s*fl,ffi.,1,:*lxt, ffl
'H,ii?:?i,.',T.i:ffi l'T#,r*:lni:il1T,TI"Jasa,-usui'i.n,i,t
ii,lepflb]1r tn{gnesia, ' Yrr rv' 

' ' 'c emerlntanaiJi.g."

)esa ,.Ornu, ;;r*IggBra pemerintahan duiJ. 
-*""

Ferrnu"syawaratan.?.ru, 
seranjuhya_disingkat 

BpD ao3lah rembaga yang

ffiff#,ii:$t*'giri';,.ffi ,Tg,:,.,ssaraanpemer,nrar,anoesa

itff tli:i*,:ll8l??:,S'.'ff :g*#!_*.pb.,r:r:nremanssuns,

,egfl1aftalah, plmotnan. pemerini.f., 
Ouru di Kabupaten T ,

tL0es- a,adara h se kretu.rr t o.r, o, I p u,, n g r.a t oeii' ir, ;rfrln 
eo, n r,

I i P,eRdapata n'dan B..lr.l. D;;"r.l3nlr1nvu -o,lrng,*r, 
ApBDes ada ra h' 

tTXf; ,H,!fi ;m:f [f:*IB[]" ri,,' i*n'ri, i'J nu, da n disetuJu,
l: ,,,,,r.i :i:.,, ,i 

vvgsr ucrtt t5YU Yang ditgtapkan oengan pgraturan

i:l#H{H,il?;i
FrlW#tBh, Ka[uparen.



Pengeroraan adarah rangkaian kegiatan murai dari perencanaan, pengadaan,penggunaan, pemanfaatan, pengamanan/ pemeriharaan, penghapusan,

l:X]:flilffisuntn, 
penatausahaan, penilaian,. pemr,inaan, pensawasan dan

Invenlarisasi adarah kegiatan unt-uk 
.merakukan pendataan, pencatatan, danplryrqn.hasil pendatafr kekayian mitik desa.Sewa aoalah pemanfaatan kekayaan desa otelr pitrat< lain dalam jangka waktutertentu untuk menerlma Imbalan iung tunai,

PlnJam pakal adalah ptnyetanan p.nggunaan kekayaan desa antar pemerintahdesa daram Janska wbrtri t.rt*i.l tanfa ,.n.iiru'il;rffi;#,.Sr.,.n 
Jangkawaktu tersebut berakhlr harus otseranrin rren''oiii'ripaoa pemerintah desa.KerJasama adalah suatu rangkaian 

leqiatan iJng'"tur1adi karena ikatan formalantar desa atau desa dengan pihak"t<etiga'rni,rr bersama-sama merakukan
[.;:X,il 

usaha atau pemlnraJian *er<ivaan'oiru suna meniapai ruJuan
Bangun guna serah adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah kas desaoleh plhak lain dengan cara mendirikan ffiiln dan/atau sarana berikutfasllitasnya, kemudian didayagunit .n oren-pi'riar,'ruin t.'ridrt-iaTam JanEkawaktu tertentu vang telah eriiepar<ati *3rk.!.1lrii'inya diserahkan kemba, tanah

,ffif;';3ffi,11[3!o,Ll'/atau''r,.inu 
berikut rliiiit.rnv. seterah berakhrinya

Bangun serah guna adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah kas desacreh prhak rain, dengan cara desa menoirrdniangrnr, dan/atau sarana berrkutfasilltasnya, dan seterah seresai p.*o.rgilirnr,y. diserahkan untukdidayagunakan oreh pihak rain oatam ;angka *Jrt", i..tentu yang disepakati,Hibah adalah pengalihan kepemiiit<an_ uirang duri-i.rn.iintui ou.iun kepadaPemerlntah Desa, antar Pemerintih Desa-uiu, ouri pelmeriniun prr.t kepadaPernerlntah desa tanpa memperoleh penggantian.
Plhak kerga adarah.rembaga/oaoun n"ur,rm/perorangan yang meraksanakan

ffi[&rSiilrgultnu', 
kerJasama, bansun srn; *run, atau 

'oarisun 
iiran suna

BAB Ii
JENIS KEKAYMN DESA

pasal 2
Kekayaan Desa terdiri atas:
a. ltanrah kas desa;
b. pasar desa;
c. bangunan desa;
d. lapangan desa;
e. ,tibyEk w.lsata yang dlurus oleh Desa;f. pemandlan umum yang diurus oleh desa;g. sumber mata air;dan
h. laln-lain kekayaan milik desa.
Tanah kas desa sebagalmana dimaksud
a. tanah bondho desa;
b. tanah bengkok; dan
c. tanah kokohan.
Lain-lain kekayaan desa sebagaimana
dari :

pada a:at (1) huruf a terdiri dari:

dimaksud pada ayat (1) huruf a terdlr:i

a.,,.hpf.?'ng,yang d.lbeli atau dlperoleh atas beban ApBDes;b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau tembaga dart plhak
ketlga;

c. barang yang diperoleh hibah/sumbangan atau sejenis;
d hrrann tran.r rllnaralalr aaha^+i ^^r-r--^-^-.- -r-.



a

f.
hak desa dari dana perimbangan/ADD;

$tn .dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah
kabupaten;

g. hlbah darl pthak ketiga
h. hasl! kerjasama desal

yang sah dan tidak mengikat; dan

Kelrgy-q?n, desa seb,agalmana dimaksud pacla ayat (1) secara rinci dituangkandalam Buku Inventaris Desa.

pasal 3

[ekayaan desa sebagaimana dimaksud daram pasar 2 menjadi mirik desa.Kekayaan desa sebagaimana dimaksud paaa avat (1) dibukti[an dengandokunlen kepemilikan yang sah atas nama Desa.

L?.HI;[?: ff:*.lTi,]l.l?- di1? kr:!,g, lu,, 
pasa I 2 ayat ( 1 ) d i rara ns untukgl[:3i1[* k.1*.3,?,t k- 

l.] 
n ara u d i a I i h ru nssi ka ;,'r(uJr. r I ?i rffi:ilX ffi I[

irit. d,l. ;''=' l:;X;,ilr':XmAqVar:lrat I'\acr calamnrr -l^- --r-:L-
Desa.msyarakat 

Desa setempar da n seki[a rnyu y, nf 
-Jit.t#i;i''l.ng.;'ffi:ilH;

Pellmpahan atau pengalihan fungsi tanah kas desa sebagaimana dimaksud padaayat ([) harus mendapat iJin tertulis dari Bupati. 
-- --

BAB iII
ASAS PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA

Pasal S

Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional,
kepastian nllai.
berhasilguna untuk

Fengelolaan kekayaan desa harus diatur dengan peraturan Desa.

BAB IV
PEROI.EHAN KEKAYMN DESA

pasal 6

Pasal 2 diperoleh melalui:

provinsi, llemerintah Kabupaten,

dan tidak mengikat sesuai dengan

kepastla.n hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntanbilitas clanpengeroraan [<ekayaan desa harus berdayaguna rjan
menlng-katkan pendapatan desa.

Kekayqan desa sebagalmana dimaksud dalam
i. pembellan atas beban ApBDes;
b. bantuan dari pemerintah, pemerintah

marup,,qn plhak ketiga ;c. hlbah dari pihak ketiga yang sah
Pgratylan perundang.undanga n.

Hasil 'perolehah kekayain desa iebagaimana
mlllk desa.

Pasal 4

BAB V
PENGELOLA KEKAYMN

Pasal 7

desa dlkelola oleh pemerlntah clesa dan

dimaksud pada ayat (1) menJadi

penyelenggaraan pemerint;ahan,
des?"

DESA

dimanfaatkan
pembangunan,

sepenuhnya untuk
dan pelayanan

: Pasal B

Kekayaan desa berupa tanah bengkok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2



Pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitungmulal tanggar pengangkatan kepara desa atau perangrat oesa.Dalam hal pergantlan kepala desa. atau perangrat iesa ,i[u terhitung mulaitanggat, pengangkatan Kepara Desa itau [eiingr*i d;;; 
'p.negrnrnya,

pengelolaan tanah bengkok sebagaimana oima[suo paoa ayat (1), menJadi hak-keBaladesa ataii per,anlkat desa ienggantinya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengetolaan tanah bengkok kepala desa danperangkat desa, serta pengelolaan tanah nengt;k Jalam hal pergantian kepaladesa'atau perangkat desa diatur denjan perat-uiin 6.ru.

BAB VI
PEMANFMTAN KEKAYMN DESA

pasal 9

Jenis pemanfaatan kekayaan desa berupa :

a. sewa;
b. plgam pakai;
c kqrjasarna;
d. ba,qgun sgrah guna; ddn r
e. bangun guna serah.
Jenis pemanfaatan kekayaan desa set
berlaku untuk semua jenis kekayaan desa

ayat (1)

Pasal

Pemanfaatan kekayaan desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam pasalt huruf a dilakukan dengan tujuan: r-"'-' 'vr\euv ur'r

:. m,engoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan Desa;
b. menlngkatkan pendapatan desa.
serrua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
]. Jangka waktu pating tama 3 (tiga) tahl,,ioun oipri dipjrpan3ft;--b' penelapan tarif sewa ditetap[an dengan xepliusan Kepala Desa setelahmendapat persetujuan BpD;

I 9ltUAngkan dalam perjanjian sewa menyewa.
Pefenjlan sewa menyewa sebagaimana' dimaksud pada ayat (2) huruf cseku5ang;kurangnya memuat:

3" p{ng,[-nlfak yang terikat datam perjanjian;
b. obyek perjanjian sewa menyewa;
c JPr.tgka waktu;
d. hak,dqn kewajiban para pihak;
e" Beinyglesalan perselisihan;

I kgedaan di lua.r kemampuan para pihak (force majeure); dang. penln]auan pelaksanaan perjanjian,

, pasal 11

Femanfaatan' kekarTaan desa berupa pinJam pakai sebagaimana dimaksud
dalam:Fasalc9, huruf b dilakukan dengan ketentuan:
a. Jangkar*,316s',paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang;
b" tidak diperbolehkan pinjam pakai kekayaan desa Oerirpj'tanah dan

bangunan ic dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai.
nerjaqr$an pi,ql*g"ft1P,?,kai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekurang;
hrrangnya merprrat: :i :'
a pitiq(:pi ha.(r!;# he-Fri kat da la m perja nj ia n ;\ qQyie(fe,tf,3nji?$bpinJam pakai;
c. ianqka waktu;

tanah bengkok.



;' keadaan di ruar kenn::::-i^r j3id pihak (force majeure); dan;, peninjauan pelaksanaan perjanjian.

pasal 12
:emanfaatan kekayaan desa berupa kerjasama sebagaimana dimaksud dalam.:esal t huruf c dllakukan dengan tujuan:

= ,rnengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan Desa;: menlngkatkan pendapatan desa. )

reilasama sebagalmana.dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:3" Jangka waktu pating lama 3 (tiga) tahun dan dapat oiperpaijing; 
-

:, tidak tersedlanya dana yang cukup memadai dalam ApBDes untukpemeliharaan Kekayaan Desa; 
-

: renca.na kerJasama ditetapkan dengan Peraturan Bersama setelah
rnendapatkan persetuJuan BpD.

iRencana kerJasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sekurang_
ilunangnya ffieffi uat materi :

E" bidang kerJasama;
: jangka waktu kerja sama;

hak dan kewajiban dalam kerja sama;
sanksi atas pelanggaran kerja sama;
pelaksanaan kerJa sama;
biaya pelaksanaan kerja sama;
hasll dan manfaat kerja sama,

pasal 13

;ernanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna atau bangun guna
serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf O Oan huruf . -dll.krk.n
:e'gan tujuan:
a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan Desa;:. nnenlngkatkan pendapatan desa,
Eangul serah guna atau bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayati:) dilakukan dengan ketentuan:
a. jangka waktu paling lama 20 (duapuluh) tahun dan dapat diperpanJang;l- dituangkan d.alam perjanjian.
;e'janjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakanq*elah ditetapkan Peraturan Desa tentang Bangun Serah Guna atau Bangun
3.l:a Serah.
;saiuran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah
:endapat persetujuan tertulis dari Bupati.
re;anjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya
-emuat:
a. pihak-plhak yang terikat dalam perjanjian;
:" obyek perjanJian;
: jangka waktu;
d" ba$ hasll yang layak dan wajar;
e- hak dan kewajiban para pihak;
', penyelesaian perselisihan;

;" keadaan di luar kemampuan para pihak (force maj,:ure); dan
oeninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 14

*rasil pemanfaatan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal
i0,.Pasal 1.1;,Pasal 12, dan Pasal 13 merupakan pendapatan Desa.
tndapatan desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya
:ir:naksukan dalam rekening kas Desa.



',#f,Xih*Pasal 15
Blaya Fengeroraan kekayaan desa dibebankan pada ApBDes.

i:ffi , reTfii';. ,.1;L?,i'J*' ;: ; i'#[l,ffi: Je 
n s ko k d i b e b a n ka n p a d a

Kepala Desa menyampaikan
Bupati melalui Camat setiap
apablla diperlukan,

pengelolaarr kekayaan desa kepada
anggaran dan/atau sewaktu_wakiu

tsAB V
PELAPOMN

Pasal 16

laporan hasil
akhir tahun

tr'i'#tf i: f# : :1 I il i;f ffi ffi i,:,::1i,T1nu 
n. d i m a ks u d p a d a a y a t ( 1 )

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

pasal 17
tah kabupaten dan camat serta BpD wajib membinalaan,kekayaan desa. dan mengawasi

Kekayaan desa sebagai
milik desa baru.
Penyerahan kekayaan desa sebagaimana dirnaksu,l_l!d?. ayat (1) dituangkan
::li k:ilfi i:: ['.v#:J 

[a; d; [* g u ni"n;'i,iilfi .,, n s re pa ii brsa da n epo,

pasal 19
Kekayaan desa sebagai akibat pemekaran desa, dibagi berdasarkanmusyawarah desA yang difasilitasi oleh Camat.

::lll'Brl,Ji::H*iff: ::',:r::::;, llla !s 
u d eada avat ( 1 ) d itua ns ka n

3X'3fr ff Ti i :il:,l; il ii:l. I S $,,,, o.' u v a n g o ii! ffi , "Lh 
: li,1!t ii.'J.l :Desa dan BpD dlketahui ol6h Camut,

?:m-hat ,hasil musyawarah yang
p",.ou g iu ; iil ;, : ;"J:g' 3,?-,1 3 H. i n'il,l' t ":fl " 

:: T? :^ i"l* " J! [1p? ir

hasll pengkaJiar;r dan penelitian.
dengan. keputusan Bupau U*rdirirk.n

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

pasal 20

BAB VII
KETENTUAN I-AiN-I-AIN

pasal 1B

akibat dari penggabungan Desa, diserahkan menjadi

lambatnya dalam Jangka waktu .1 (satu) tarrun seterah berlakunya

,:'il:Jlii|l I3n': :::i, 11y:_ :,s1 [ .m 
.n e1anr, E. 

"tu 
ra n Desa te nta nsn Kekayaan Desa sesuai dengan peraturan Bupati ini.



! KnENfiffN **rrun
I pasat Zt

Jaeraturan 
Bupatl ini mulai berlaku pada tanggal diunct;angkan.

I *n.l. setlap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

f:enSan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

] Ditetapkan di Temanggung

I 
nada tanggal 16 Pebruari 2008

I BUPATI TEMANGGUNG
i,I ctp

I t.t.a
I

t
MUKHAMAD IRFAN

I

I Diundangkan di Temanggung '
{ pada tanggal 16 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAEMH
,,KABUPATEN TEMANGGUNG

t.t.d

M. SETYO ADJI

EERITA,;DAERAH,KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2008 NOMOR 5

Pembina
NrP. 500 091 687

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagipn.Hukum



I 
'EN,E.-ASAN 

ArAS

I PERATURAN BUT'ATi

I ruoMoR s TAHUN 2008
TENTANGI

J 

,EDOI',1AN PENGETOLAAN KEMYAAN DESA

I tr=NtEtASAN UMUM

I '."turan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor B Tahun 2oo7
I lengamanatkan bahwa dalam rangka pengembangan, pemanfaatan dan
I *lgalihan.fungsi kekayaan desa diatur dengan Peratwan Bupati, Keseluruhan
I :at tersebut merupakan wujud dari pengelolaan kekayaan desa.

I '.ngaturan mengenai pengelolaan kekayaan desa dimaksudkan untuk

I l.-Tber]kan 
pedoman bagi desa dalam rangka menda,lagunakan kekayaan

I i::? :.!3* optimal mutai dari perencanaan, lrengadaan, penggunaan,

[ ?:11!fl-1!an, 
pengamanan, pemetiharaan, penghapusan, pemindahtilganan,

[ ::l1p-usafaan, 
penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, se-hingga

I Crpat meningkatkan pendapatan desa,
I

I m, PEN]ELASAN PASAL DEMI PASAL

i+=:I cukup jelas

imsaz
r.et (1)

Cukup jelas
:,,at (2)

Yang dimaksud tanah bondho des'a adalah tanah kas desa yang dikelola oleh
pemerinta[ desa dan hasil pengelolaannya menjadi sumber'peidapatan Oeia
yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa.
Yang' dlmaksud tanah bengkok adalah tanah kas desa yang dikelola oleh
Kepala Desa dan Perangkat Desa dan hasll pengelolaannya menJadl sumber
pendapatan desa yang digunakan untuk penghaiitan tetjii repata oesa dan
Perangkat Desa.
Yang dimaksud tanah kokohan adalah tanah kas desa yang dlgunakan untuk
tanah kehormatan bagl Kepala Desa yang telah habis masa labaiannya dengan
Jangka waktu yang ditentukan.

:,yat(3) , ,u

Cukup Jelas
Ayat (4)

Cukup Jelas
+sl 3

Cukup Jelas
r:sal 4

Cukup jelas

Cukup Jelas
:zsal 6

Cukup Jelas
;:-s;l7

Cukup Jelas
;esal B

Cukup Jetas
:asal 9

Cukup Jelas
:asal 10

Cukup jelas



Cukup jelas
:2
Sukup Jelas

Sukup jelas

1..rkup jelas
:
lukup jelas

.a-t
Cukup jelas

Cukup jelas
.o

(1)

Cukup jelas

(1)

vang dimaksud penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau-enjadi menjadi desa baru,lebaQai ar<iuat ioanv. iii.grr.G;;r;:"r (2)

lebih

Y.og., 
dimaksud pemekaran desa adalah pemekaran dari

dua desa atau lebih

Orkup Jelas

satu desa menla,(f

(3)
Cukup Jelas

20

Cukup Jelas

Qrkup Jelas

lri

il


